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ABSTRAK

Nopita Sari (1505170444) Analisis Sistem Pengawas#émern Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajaklan Retribusi
Daerah (BPPRD) Kota Medan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jendapatan Asli Daerah
Kota Medan. Fenomena yang terjadi adalah tidalapaioya target penerimaan
pajak bumi dan bangunan hal ini menunjukkan anggpemerimaan dari pajak
bumi dan bangunan belum berjalan dengan baik. Sesumgan permasalahan
yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan danepgan ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis sitem pengawasan ipgmungutan pajak bumi
dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retileerah (BPPRD) Kota
Medan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20K/ rtidacapai target yang
telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalablisa deskriptif
kuantitatif dimana hanya terabatas hanya padatpadan persentase selanjutnya
menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan,njeteskan dan
menguraikan secara mendalam tentang keadaan ydremaseya, kemudian
ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperolahtus penyelesaian atas
permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengawasatamB Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam megesakan pajak bumi dan
bangunan belum maksimal, terlihat dari tahun 20d48pai dengan tahun 2017
belum mampu tercapainya target atau rencana y#aty deetapkan. Faktor yang
menyebabkan pajak bumi dan bangunan tidak mendapget adalah masih
banyak wajib pajak tidak melaporkan kegiatan usghabaik mulai operasi
maupun pelaporan keuangannya secara besar, readtihglat kesadaran wajib
pajak dalam membayar pajak, tidak semua wajib pajangindahkan surat
tagihan pajak yang telah diterbitkan Badan Pengdbaljak dan Retribusi Daerah
Kota Medan, penunggakan pembayaran yang dilakulegib wajak banyak wajib
pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai deng@gah yang telah ditentukan
oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi dba&ota Medan, keadaan
ekonomi masyarakatnya masih banyak yang kurang marungsi pajaknya
masih kurang dan masyaratnya belum mengetahui tapéungsi pajak yang
sesungguhnya. Sistem pengawasan intern pemungaja [pumi dan bangunan
di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Ktgdan masih kekurangan
daya (fasilitas dan ASN) yang menjadi kendala datmoses pengawasan pada
pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan Intern, Pajak Burmam Bangunan,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara indonesia adalah negara hukum berdasarkacadtla dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi deak kewajiban setiap
orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebag#hssatu perwujudan
kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royoygag turut berperan serta
dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasahkdang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adaladtrikasi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badery bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapstiam secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar+ya kemakmuran rakyat.

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepadgana dengan tidak
menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkdangrundang, untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh katanpajak merupakan
salah satu sumber penerimaan negara sehingga petannga dapat dipaksakan,
baik secara perseorangan maupun dalam bentuk bagkra. Adapun yang
dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa sdaagsung adalah imbalan
khusus yang erat hubungannya dengan pembayarantensebut. Imbalan jasa
dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan|findangan dari pihak
keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada ¢patmyea langsung dengan

pembayaran itu.



Salah satu sumber utama pendapatan daerah yangumgangoeranan
penting dalam pembangunan adalah pajak. sehingdamdapelaksanaan
perpajakan diatur sistem Undang-Undang yang teatatagkan. Peran serta yang
tinggi dari masyarakat Kota Medan dalam membaygakpaangat diharapkan
untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Kaaada hakekatnya pajak
yang dibayarkan masyarakat ke kas daerah akan déiéwan ke masyarakat
dalam bentuk sarana dan prasarana lain yang memuniesejahteraan
masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 rtign2DRD,
Pajak Bumi dan Bangunan yang semula merupakan HFRjakt saat ini telah
dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi Pajak DaeMhbliala dan Oetomo
(2010;65), Pajak Bumi dan Bangunan yang disinglgB Kaitu pajak paksa atas
harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-Undarigomor 12 Tahun 1994.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerpight dan digolongkan
sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistersatisiahajemen bisnis
untuk membandingkan kinerja standar, rencana afaart yang telah ditentukan
terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerjalaejdengan standar tersebut
dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut T. Hani Handoko (2006:359) Pengawasan hds#hagai proses
untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi danaemen tercapai ini
berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegs#suai dengan yang

direncanakan.



Disini peran penting dari Badan Pengelola Pajak Ratribusi Daerah
Kota Medan diperlukan untuk melakukan pengawasgakp&hususnya pada
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk menceggtinya kecurangan-
kecurangan sehingga pemungutan pajak bumi dan bangang menjadi bagian
dari sumber pendapatan asli daerah dapat ditingRatiPengawasan yang
umumnya diarahkan untuk menghindari adanya kecaram@gau penyimpangan
dalam mencapai tujuan dan pengawasan diharapkamat dapembantu
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bghkalalui pengawasan akan
tercipta suatu aktivitas tentang evaluasi sudahukemana pelaksanaan kerja
yang terlaksana.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikana s@mediksi
ataupun program yang sudah terencana. Karena demaganya sebuah
pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanagan tdrealisasikan secara
optimal dan dengan adanya sebuah pengawasan yakgkain oleh fiskus, dapat
membantu kerja sama yang baik, antara fiskus denggab pajak.

Melihat dari sistem penerimaannya dalam rangka mggdaitkan
pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka diperlskatu pengawasan yang
baik dan memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pergebybk dan Retribusi
Daerah Kota Medan dapat dilihat pertumbuhan jumiafib pajak dan pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target Rizalisasi per tahun

Anggaran dari tahun 2013 — 2017 dapat dilihat sendan tabel 1.1 berikut:



Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi can Bangunan serta

Target dan Realisasi Per Tahun Anggaran Pada BadaRengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013 - 2017

=

Pokok/
Tahun | Jumlah Wajib
Ketetapan Target Realisasi
Anggaran Pajak
(Potensi)
2013 451,033 | 230,693,149,95 383,000,000,000 234,325,866,56
2014 465,967 | 388,693,548,65 365,000,000,000289,000,081,97
2015 473,473 | 391,894,848,41 376,000,000,000302,176,917,52
2016 482,239 | 440,178,657,27 386,540,861,523 324,613,267,32
2017 492,322 | 492,351,236,4§ 419,040,861,523367,812,484,23

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa adanyarpean target dan

realisasi jumlah wajib pajak terhadap PemungutgakPBumi dan Bangunan

Kota Medan. Belum tercapainya target pajak bumi ld@amgunan sebesar 100%

tahun 2014. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunagasamempengaruhi dari

besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingk@ngan target yang telah

ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusrabakota Medan. Karena

jika semakin besar realisasi yang dapat diperolakansemakin meningkat pula

pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pada daerabethatiknya jika realisasi

tidak mencapai target maka dapat diindikasikan laakuwrang maksimal proses

pemungutan pajak yang dilakukan.



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kotaalé@d sendiri tidak
mempunyai peraturan tentang toleransi persentegettdika realisasi pajak tidak
memenuhi target yang digunakan. Adapun Kendaladantidak tercapainya
target pajak bumi dan bangunan, yaitu sebagai titerik
1. Keadaan ekonomi masyarakatnya kurang mampu.

2. Kesadaran masyarakatnya belum maksimal.
3. Fungsi pajaknya kurang, masyarakat belum mengethimgsi pajak yang
sesungguhnya.

Ketidak tercapainya target ini menjadikan permdsaia dalam
pengawasan pajak karena penurunan target dipengaleth lemahnya sistem
pengawasan intern yang dilakukan.

Menurut COSO internal control-integrated framew(#R13) unsur-unsur
pengawasan adalah :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko

3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Sedangkan, sistem pengawasan intern yang dilakBlealan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya metkukmpat unsur
pengawasan yang menurut COSO tanpa melakukan Pamalkesiko dalam
menjalankan pengawasan pemungutan pajak bumi aeyuban Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatasarmpekulis tertarik untuk

menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalantukeskripsi dengan judul



“Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan PajaBumi dan Bangunan
pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi DaerahBPPRD) Kota

Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraiketasg maka penulis

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan tahun 2014 dhont 2015 yang
diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai tya@sg ditentukan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapainya targetneapenurunan target
dipengaruhi oleh lemahnya Sistem Pengawasan Ipéerg dilakukan.

3. BPPRD diperlukan untuk melakukan sistem pengawasdarn, pada
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencegaladinya

kecurangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diamikmaka penulis
membuat rumusan masalah dalam penelitian ini ada&lbhgai berikut:
1. Bagaimana Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Bajakdan Bangunan
sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Medan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainygdtarealisasi pemungutan

pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagekhbe

1.

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan ip@emmingutan
pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapsitataarah Kota

Medan.

. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tpataya target dan

realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan Ketakl

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilaku&edalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuanpdagawasan
penulis khususnya mengenai analisis sistem pengawasektivitas

pemungutan pajak bumi dan bangunan.

. Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retrib@arah Kota

Medan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rkasu dalam
mengambil kebijakan khususnya dalam usaha menikgfkgiendapatan

pajak bumi dan bangunan.

. Manfaat Bagi Mahasiswa/i Lain, sebagai bahan pesapdo@n dan

tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dga gebagai

referensi bagi yang ingin melakukan penelitianrgetaya.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori
1. Akuntansi Perpajakan
a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Agoes san Estralia (2013:10) mendefinisikan akwsitgpajak adalah
menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkarategeuangan yang disusun
oleh perusahaan.

Akuntansi Perpajakan adalah suatu seni dalam ategnenenggolongkan,
mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-trasstkancial yang dilakukan
oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukarafupgnghasilan kena pajak
(penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetdphan dan pajak
penghasilan yang terutang) yang diperoleh atauimid¢edalam suatu tahun pajak
penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebaghipajak. Atau bidang yang
mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan merigarddn membuat strategi
perpajakan sehubungan dengan kejadian ekonoms#étan perusahaan.

b. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakag terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidakdapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk. Dan gunanya adalatukunmembiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan mléngas negara dalam

menjalankan pemerintah.



Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki npiotenelalui
pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomiagrkaditan dengan hal
tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi parditagi pemerintah (Darwin,
2013:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasaydal &, Pajak
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutet orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangignddengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakiak keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasno (2009: Ifikeéan sebagai iuran
yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasddndang-Undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balikuag.Smeets dalam Waluyo
(2011:2) Pajak merupakan prestasi yang terutangdeepemerintah melalui
norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adtragoestasi langsung
dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiaypengeluaran
pemerintahKutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakeim para ahli
lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat SoemBrél., mengatakan :
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintalmggara) berdasarkan
peraturan Undang-Undang atau peralihann kekayaansdktor swasta ke
sektor publik (yang dapat dipaksakan) dengan tidekdapatkan jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditukgmk dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum”.
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. Pajak menurut Prof. Dr. Djajaningrat : “Pajak sebaguatu kewajiban

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukdentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkarerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik deegara secara langsung,
untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

. Pajak menurut Dr. MJH. Smeeths : “Pajak merupakaehuah prestasi

pemerintah yang terutang melalui norma-norma dgratddipaksakan tanpa
adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual

. Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaya : “Pajak i@ran wajib bagi

warga, baik berupa uang maupun barang yang dipyrguerintah menurut

norma hukum yang berlaku untuk menutup segalaabpagduksi barang dan
jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat senara”.

. Pajak menurut Dr. PJA. Andriani : “Pajak merupakaan masyarakat kepada
negara yang dapat dipaksakan dan terhutang bag wejib mebayarnya

sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tmdakperoleh sebuah
reward secara langsung”.

. Pajak menurut Cort Vander Linden : “Pajak adalamisangan keuangan
umum disuatu negara yang tidak bergantung pada @sa seorang

pengusaha’.

. Pajak menurut Dr. N.J. Fieldman : “Pajak ialah f@gisyang memiliki sifat

memkasa sepihak kepada penguasa menurut norma-ngamg sudah

ditetapkan tanpa kontraprestasi serta menutupigheagan umum negara.
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Pajak menurut Sugianto : “Pajak merupakan suatgytan atau iuran wajib
yang dilakukan oleh individu atau badan kepadausdatrah tanpa imbalan
secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksddéngan berdasarkan
peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudigonakan untuk
menyelenggarakan pemerintah serta untuk membaragrald’.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dedaidupan bernegara,

khususnya didalam pelaksanaan pemabangunan kaagiarperupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeltemraasuk pengeluaran

pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011:2) berdasaha diatas maka pajak

mempunyai 2 fungsi yaitu :

1.

Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai sumber data bagi pemerintah untukbragan pengeluaran-

pengeluarannya.

. Fungsi Mengatur (regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanaiaijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.
d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) dalam pemungutan pajak lzeberapa sistem

pemungutan, yaitu:

a) Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewes@argitur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutsetgap tahunnya sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yanakbeiDalam sistem ini,
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inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungyakpaepenuhnya berada
ditangan aparatur perpajakan.
b) Self Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewehaidp Pajak untuk
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang geésiaunnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlalandaistem ini, inisiatif
dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungodgak berada
ditangan Wajib Pajak. Sistem ini adalah sistem peyutan pajak yang
berlaku di Indonesia.
c) With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewekegapa pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yngtang oleh Waijib
Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pkapajgang berlaku.
Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengamdang-Undang
perpajakan, keputusan presiden dan peraturan Eionyjuk memotong dan
memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawalkelalui sarana
perpajakan yang tersedia.
e. Jenis-jenis Pajak
Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai jenisalpajyang dapat
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut ogglannya, menurut
sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya :
1. Menurut Golongannya
Menurut golongannya, pajak terdiri dari dua magejak yaitu :

a. Pajak Langsung
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Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya daanggung sendiri

oleh wajib pajak dan tidak boleh dialihkan kepadaak lain serta

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktante. Contohnya:

Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bngunan.

. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembaygsadiapat dialihkan

kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada haltbdentu saja.

Contohnya: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Matia Cukai.

. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari dua macantaealain :

a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengantarpaftama
memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjaknySetelah
diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikanad&annya
objektifnya sesuai gaya fikul apakah dapat dikengbajak atau tidak.
Misalnya perhitungan pajak penghasilan, jumlah gangan dapat
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pengenaan pajak dengan paftama
memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupad&an atau
perbuatan atau peristiva yang menyebabkan timbulkgaajiban
membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, bardiahari subjeknya

mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telddetadiui.
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Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memipemgkan apakah
wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak terdifiziaracam, yaitu:

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusagydgalam hal ini
sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal PajamEnterian
Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikeloddn @irektorat
Jenderal Pajak meliputi:
a)Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pritbad badan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh daaatu Tahun
Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalahps&imbahan
kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indomeaigpun dari
luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsusesi untuk
menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuknajizngan
demikian, maka penghasilan itu dapat berupa kegatumisaha, gaji,
honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
b)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsngatana Pajak
atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean bdatasd) No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dank Fgajualan
atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengéah No. 42

Tahun 2009
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c) Pajak Bumi dan Bangunan
Sejak berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentanpakH2aerah dan
Retribusi Daerah maka kewenangan pemerintah pusduk u
melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor Pedmnytan
Perkebunan dan sektor Pertambangan sedangkan PR®r se
Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke pemerintah pdtdni/Kota.
Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undaiayig
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
d) Bea Keluar / Bea Masuk
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tegta
Kepabeanan
e) Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tegt@ukai.
b. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tak0hl
tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajakrah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bérsifamaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendajatiam secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sabesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daesdk 8i tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undadgng

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan ReiriDaerah
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(UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daébapenda),

antara lain :

1. Pajak Provinsi
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaktal

Air;

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d) Pajak Air Permukaan; dan
e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota- Pajak Hotel,
a) Pajak Restoran,
b) Pajak Hiburan,
c) Pajak Reklame,
d) Pajak Penerangan Jalan,
e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
f) Pajak Parkir,
g) Pajak Air Tanah,
h) Pajak Sarang Burung Walet
i) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Pamkota
]) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

f. Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutankpigediri atas stelsel

pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungaj&:
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Berdasarkan Stelsel Pajak

Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasiarg
nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakyeaia
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihannya adalah pajak baru dapat dikenakah leailistis.
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan gidua
periode (setelah penghasilan riil diketahui).

Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapardigimg
oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan sataun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehinggaapadia
Tahun Pajak telah dapat ditetapkan besarnya paglg y
terutang untuk Tahun Pajak berjalan.

Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selamantahu
berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidadasarkan
keadaan sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel goggaPada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkantusua
anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayarasadlidan

dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apakéanya
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pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus mmizeta
kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabbél&ecil,
maka kelebihannya dapat diminta kembali.
g. Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi (2011:10) terdapat 3 asas pgutam pajak, yaitu:
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengernsdjak atas
seluruh  penghasilan wajib pajak yang bertempat gtihg
diwilayahnya, baik penghasilan dari yang berasaldiam maupun
luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisikwuatbertempat
tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam eeydikenakan
pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnys Ilolari
Indonesia maupun adari luar Indonesia.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengersdjak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa redmpkan
tempat tinggal wajib pajak. setiap orang yang meniph
penghasilan dari Indonesia dikenakan atas penghasjlang
diperolehnya tadi.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubnndkngan
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak abngsa disindonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan langehan

Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
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g. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan mieBjanacam,

yaitu:

a) Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitagaten
1. Struktur ekonomi negara
2. Perkembangan intelektual dan moral penduduk
3. Teknik pemungutan pajak

b) Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dabysan yang
secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengajuartu
menghindari pajak melalui:
1. Penghindaran diri dari pajak
2. Pengelakan diri terhadap pajak
3. Melalaikan pajak

h. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atdahurupiah) pajak

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengaardpajak atau

objek pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2012:9). Teatad (empat)
macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional (a proportional tabe rstructure)
Tarif pajak yang presentasenya tetap meskipundieparubahan
dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambakar{P®N).

b. Tarif tetap/regresif (a regresive tax rate strugtur
Tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan gaetppkan.

c. Tarif progresif (a progresif tax rate structure)
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Tarif pajak akan semakin naik sebanding denganngaildasar
pengenaan pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
d. Tarif degresif (a degresive tax rate structure)
Kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rekdtka dasar
pengenaa pajaknya semakin meningkat.
2. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak dbaer
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutdael orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Uitdtadang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akgumn untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemaknalkgat.r

Menurut Agus Purwanto dan Panca Kurniawan (2004R&jak
Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintadrath, baik provinsi
maupun kabupaten/kota yang berguna menunjang peasati pendapatan
asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masakndaPBD.

Menurut Windhu Putra (2018:182) Pajak Daerah adsdddh satu
sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksgreraerintah
daerah guna meningkatkan pelayanan kepada mastaraka

b. Ciri-ciri Pajak Daerah
Menurut Windhu Putra (2018:179) ciri-ciri pajak dae antara lain:
1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan perungahngan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwva dabuptan yang

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikemejak daerah.
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3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidalemenuhi
kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkulapat
dikenakan sanksi (pidana dan denda).

4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayeafak daerah
dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.

5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor kekas daerah

c. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Maksimal
Jenis dan tarif pajak daerah yang dipungut olehepemah daerah diatur
dalam Undang-undang tentang pajak daerah danusitidlaerah, menurut
Windhu PUTRA (2018:183), yaitu:
1. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi, antara lain:
a. Pajak kendaraan bermotor 1% - 2%
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 20%
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10%
d. Pajak air permukaan 10%
e. Pajak rokok 10%
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:
a. Pajak hotel 10%
b. Pajak restoran 10%
c. Pajak hiburan 75%
d. Pajak reklame 25%
e. Pajak penerangan jalan 10%
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%

g. Pajak parkir 30%
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h. Pajak air tanah 20%
I. Pajak sarang burung walet 10%
j. Pajak bumi dana bangunan perdesaan dan perko&tén O,
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%
3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
a. Pengertian pajak bumi dan bangunan

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaaRelkotaan
dipungut pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimitikiuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keaan
Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBR)lah pajak atas
bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi d#aw adimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yhggnakan untuk
kegiatan perkebunan, perhutanan, pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Soemarso7(80Q)
adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas hkrtgetak berupa bumi
dan atau bangunan. Keadaan atau status orang adan pang dijadikan
sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarngk. pa

Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan termasajakp
objektif. Sebagai pajak Objektif timbulnya kewajbgrajak sangat
ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan kioBdigek Pajak tidak
mempengaruhi besarnya pajak (Darwin, 2013:6).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yatenakan

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undizsteag Nomor 12
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Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang betstfia¢ndaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan &kddaan objek yaitu
bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (ga&ph membayar)
tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Diana dan Setiawati (2009:749) Pengertian PajaknmiBdan
Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap igenpémegang
kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat bdan dan
bangunan. Dari pengertian tersebut dapat disimputiedawa Pajak Bumi
dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas BamiBangunan,
dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan mygelaitu bumi,
tanah dan bangunan.

. Objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan peark@dalah
bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dtau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yhggnakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pergarba

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jatghkuhgan
yang terletak dalam satu kompleks bangunan sepetél, pabrik dan
emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dekgapleks
bangunan tersebut, yaitu jalan tol, kolam renaragap mewah, tempat
olahraga, galangan kapala, taman mewah, tempaimpemagan kilang

minyak, air, gas, pipa minyak dan menara.
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Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi damgonan

diperdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

1.

Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menggéaan

pemerintahan.

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingannurdibidan

ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebadagasional yang
tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala) g&ng sejenis
dengan itu.

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutasatey taman
nasional dan tanah negara yang belum dibebani ba&tu

Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan onsulatdasarkan asas
perlakuan timbal balik.

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga iaseonal yang

ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

. Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dantparkadalah

orang pribadi atau badan yang secara nyata memipaogtu hak atas

bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan penkaddalah

orang pribadi atau badan yang secara nyata memipaogtu hak atas

bumi dan atau bangunan atau memperoleh manfaat batas atau

memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaattsagunan.
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Dalam hal objek pajak belum jelas diketahui wajibjaknya,
kepada daerah dapat menetapkan subjek pajak setadapajak. Subjek
pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada @yadapat
memberikan keterangan secara tertulis kepada kejzseah bahwa ia
bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak agglimana
dimaksud pada ayat (9) disetujui, maka kepada kepdherah
membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaidimaksud pada
ayat (8) dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditersmat keterangan yang
dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tideetljui, maka kepala
daerah menegluarkan keputusan penolakan dengatadaasan.

Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanglj@rimanya
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)akejzarah tidak
memberikan keputusan, maka keterangan yang diajutkardianggap
disetujui dan kepala daerah segera membatalkartgpame sebagaimana
wajib.

. Dasar Pengenaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menggumdila
Jual Objek Pajak. NJOP dapat diperoleh dari prpsdsoeli secara wajar
serta membandingkan harga dengan objek lain sdgtalsya berdekatan
dan fungsinya sama serta telah diketahui harganyaalnilai perolehan
baru, dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengg@ardiasmo,

2009:317).
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e. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajadesliaikan sebesar
Rp. 15.000.000-,

f. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdedaan
perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagainraaksiid pada poin
(1) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek.

Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun Bsedaagan
perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOPaselaag dimaksud
dengan poin (2) dilakukan oleh kepala daerah.

g. Tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan @&Rot
ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000-, dikata sebesar
0,2% pertahun.

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000-, ditetapkanpessE 0,3%
pertahun.

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaapatkotaan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tdehgan dasar
pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual olpajak tidak kena pajak,
hasil perhitungan besaran pokok pajak bumi dan U@y yang terhutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mingebesar Rp.

20.000.00.



27

h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagimarm&giich pada
pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambadnlyalan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT, SKPD, STFirat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatarRalaisan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayatarbbah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dildaksn jangka waktu
paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setakmenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pguaet kepada wajib
pajak untuk mengangsur atau menunda pembayarark, pdgngan
dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.

Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah t@@pat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daeratemtuan lebih lanjut
mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsiam@npenundaan
pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepataldae

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, B@attusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak ataunguchbayar oleh
wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengant uaksa. Penagihan
pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasagtatugan perundang-
undangan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Haalisasi Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan pada BPPRD Kota Medan, yaitu :
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a. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan &g usahanya baik
mulai operasi maupun pelaporan keuangannya yarag.bes

b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam myanipeajak.

c. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagilpajpk yang
diterbitkan BPPRD Kota Medan.

d. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pbgkyak wajib pajak
yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan taggggl ditentukan oleh
pihak BPPRD Kota Medan.

e. Keadaan ekonomi masyarakatnya masih banyak yamagéumampu.

f. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum etahgi apa itu
fungsi pajak yang sesungguhnya.

Adapun upaya-upayanya yang dilakukan BPPRD ageaygar 100% yaitu:
1. Himbauan, sebagaimana wajib pajak membayar PBB Iwabgatuh
tempo.
2. Mengadakan PBB Fair, PBB yang menunggak tangganipai dengan
tanggal 5 tidak dikenakan denda. Dendanya dihapuska
3. Pekan panutan.
4. Buat panggilan.

5. Mengadakan pertemuan dengan wajib pajak potensial.

4. Sistem Pengawasan Intern
a. Pengertian Sistem Pengawasan Intern
pengawasan intern adalah sesuatu yang tidak ddipbaikan
karena sangat menentukan didalam proses pencajpgu@am organisasi.

Pengawasan intern juga didefinisikan sebagai susdiha sistematis oleh
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manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja stanéacana atau
tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu unboé&nentukan apakah
kinerja sejalan dengan standar tersebut dan unteskgambil tindakan
yang diperlukan.

Menurut T. Hani Handoko (2006:359) Pengawasaerinadalah
sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuagandsasi dan
manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cambuat kegiatan-
kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen ContRybsses”
yang dikutip dalam buku manajemen (2016:182) Peagaw Intern
adalah usaha sistematik untuk menetapkan standdatsanaan dengan
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi mumpalik,
membandingkan kegiatan dengan standard yang telidtapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganrpgangan
serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukatiukumenjamin bahwa
sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipealgan dengan cara
paling efesien dan efektif dalam mencapai tujugmatu perusahaan.

Sistem Pengawasan Intern meliputi struktur oiggsij metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjageaitaan organisasi,
mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknysa dakuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya &kbi) manajemen.

Yang bertanggungjawab terhadap perancangan daergman

sistem pengawasan intern yang baik dalam perusadsdah manajemen
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karena dipundak merekalah tanggungjawab atas p®agel dana yang

dipercayakan oleh pemilik perusahaan terletak.

. Elemen-elemen Sistem Pengawasan Intern

Elemen-elemen sistem pengawasan intern terdirddaacam, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawaigsional
secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang mi&arber
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utagmggpatan, dan
biaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dagsiftiap bagian
organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawsabny

. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yatgldizkukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

2. Pengawasan Preventif dan Represif

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

4. Pengawasan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materil

. Unsur-unsur Sistem Pengawasan Intern

Menurut COSO internal-integrated framework (2018%ur-unsur sistem

pengawasan intern, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penafsiran resiko

3. Aktivitas pengendalian



4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

e. Fungsi Sistem Pengawasan Intern
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Fungsi yang berhubungan dengan usaha menyelamgkamya

perusahaan kearah yang dicita-citakan yaitu keayamg

telah

direncanakan. Dilihat hubungannya diantara fungsgéi manajemen,

fungsi perencanaan berhubungan erat dengan fueggjagasan karena

dapat dikatakan rencana itu sebagai alat pengawasginpekerja yang

sedang dikerjakan.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepaeaerapa penelitian

terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ptadzel berikut:

Tabel 11.1

Daftar Review Penelitian Terdahulu

Keuangan dan
Aset Kota

No. | Nama Judul Jenis Hasil Penelitian Sumber
Penelitian | Penelitian Penelitian
1 Rizka Analisis Pendekatan| Tingkat PBB| Jurnal
Novianti | Efektivitas deskriptif sebelum
Pertiwi, Pemungutan pengalihan  PBE
(2014) Pajak  Bumi menjadi pajak
dan Bangunan daerah dari tahup
studi pada 2008 sampal
Dinas dengan 2012 yaitu
Pendapatan, sebesar 81,43%
Pengelolaan sedangkan sesudah

PBE
pajak

pengalihan

menjadi
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Probolinggo. daerah dari tahun
2008 sampal
dengan 2013 yaitu
sebesar 83,48%.
Raufahani| Analisis Deskriptif Tingkat efektivitas Skripsi
, (2016) | Efektivitas dan target dan realisasi
Kontribusi pajak BPHTB dar
Penerimaan tahun 2011 sampai
Pajak Bea dengan tahun 2015
Perolehan Hak yaitu sebes
Atas Pajak 60,06% sedangk:L
Bumi dan tingkat kontribusi
Bangunan target dan realisasi
dalam pajak BPHTB dar
meningkatkan tahun 2011 sampai
penerimaan dengan tahun 2015
pajak daerah di yaitu sebear
dinas 20,17%.
pendapatan
Kota Medan
Dieka Tri| Pengawasan | Pendekatan| Dapat dilihat dari Jurnal
Atmasepa, badan Deskriptif | persentase
(2015) pendapatan penerimaan PBB
daerah semakin menurun
terhadap dan belum tercapai
pemungutan realisasi dengan
PBB sempurna, pada
dikelurahan tahun 2013
simpang bart persentase realisasi
kecamatan PBB 91,25%.
tampan kot Ditahun 2014
pekanbaru. persentase realisasi
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PBB 63,55%. Dar

pada tahun 201b

persentase realisasi

PBB 45,71%.

Melti Analisis Deskriptif Sistem Jurnal
Sistem pengendalian intern
Pengendalian pemungutan PBB
Intern yang diterapkan di
Pemungutan kecamatan rambjh
PBB di belum sepenuhnya
Kecamatan optimal, dapat
Rambah dilihat dengan
Kabupaten banyaknya keluhan
Rokan Hulu dari masyarakat

yang diterima olel
petugas uni
pelaksanaan teknis
daerah.

Edisah Analisis Deskriptif BPPRD belum Jurnal

Putra Pengawasan tercapainya

Nainggola| dalam realisasi

n, (2018) | meningkatkan penerimaan PBB
kinerja sesuai target tiap
penerimaan tahunnya.

PBB pada
badan
pengelolaan
pajak dan
retribusi
daerah  Kotg

Medan.




34

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual teptaagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah rtifd@sikan sebagai
masalah penting.

Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potemelalui
pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomiamnkatan dengan hal
tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prebagi pemerintah (Darwin,
2013:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Soemars07(8Q2) adalah
pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak geralpa bumi dan atau
bangunan. Keadaan atau status orang atau badanliyadigan sebagai Subjek
Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Sistem Pengawasan Intern meliputi struktur orgesnis metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjag&al@an organisasi,
mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya dluntansi, mendorong

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan nemaj.
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Berdasarkan judul penelitian yang diambil, makaakgka berfikir dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daer|

(BPPRD)

ah

A4

Sistem Pengawasan Interp

A 4

A 4 A 4 A 4

A 4

Lingkungan
Pengendalian

Penaksiran Aktivitas Informasi
resiko Pengendalian dan
Komunikas

Pemantauar

\4

Pemungutan PBB

Gambar I1.11 Kerangka Berpikir



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jependekatan
deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metodeejigsm yang digunakan untuk
meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasakjek penelitian, fakta yang
ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, ldianu dijelaskan dan
akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh kariém, penelitian ini
dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbemadisi situasi untuk
memperoleh pengetahuan tentang Pemungutan PajakdumBangunan dalam
meningkatkan pajak daerah di Kota Medan.
B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasaoritis yang
digunakan untuk melakukan penelitian dimana antarabel yang satu dengan
yang lainnya dapat dihubungkan sehingga peneldi@pat disesuaikan dengan
kata yang diinginkan. Definisi operasional yangakiilkan bertujuan untuk
melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu latsib factor lain berdasarkan
keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemaahdalam penelitian
ini.

Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak BumiB#mgunan.
Adapun definisi operasional dalam penelitian imlatl sebagai berikut:
1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Menurut Direktoranddral Pajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak BlaniBangunan (PBB)

36
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adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yangildjntilkuasi dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kekaalasan yang digunakan
untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, pertambanB@ajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas BumiBdargunan, dimana
besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaimi, tanah dan
bangunan.

2. Sistem pengawasan intern adalah suatu proses sdha untuk menjaga agar

suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Badangekhaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Medan. Jalan Kapten Maulanhid Nomor 2,
Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Suméttma 20112.

Telpon (061) 4535179 Indonesia.

2. Waktu Penelitian
Adapun yang menjadi metode penelitian ini, penalien melakukan
metode-metode terapan yang telah dibuat sesuaiadehkgtentuan.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Big@gu Desember

2018 s/d Maret 2019 :
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Tabel I1I.1

Rincian Waktu Penelitian

Z
o

Kegiatan Desember| Januari Februafi Maret
1234|1234

Pengumpulan Data
Pengajuan Judul
Penulisan Proposal
Bimbingan Proposa
Seminar Proposal
Penulisan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Sidang Meja Hijau

DN U R|WIN P

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sugiono (2010, hal 14) Data Kuantitatif adalah datiag berbentuk angka,
atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkaa kizalitatif adalah data
yang berbentuk kata. Jenis data yang digunakanmdpémnelitian ini adalah
sebagai berikut: Data Kuantitatif yaitu berupa ¢étrmdgn realisasi pemungutan
pajak bumi dan bangunan badan pengelolaan pajaketidousi daerah Kota
Medan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dan Raddtatif yaitu
berupa data yang berbentuk kata (wawancara).
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian inuyd&ata Sekunder
yang merupakan data yang diambil dari catatan stauber lain yang telah
ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam p&reini data sekunder
yang dikumpulkan adalah target dan realisasi pentangpajak bumi dan

bangunan.



39

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ada&lahgai berikut:

1. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkarta dgang
penyelidikannya ditunjukan pada penguraian dan gbesan, melalui
sumber-sumber dokumen.

2. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pgatanpertanyaan
secara langsung oleh pewawancara kepada respoadgnbgrkompeten
dibidangnya untuk memberikan keterangan tentan@kP&umi dan

Bangunan.

F. Teknik analisis data
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalamgaealisis data yang
dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisigigétlaitu suatu metode
yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifian data yang ada
kemudian menganalisis data sehingga memberikanu sgambaran yang
sebenarnya mengenai perusahaan, baik itu dataydath mengenai target dan
realisasi pajak bumi dan bangunan.
1. Mencari data tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis sistem pengawasan pajak bumi dan bangyang dilakukan di
BPPRD.

3. Menganalisis data target dan realisasi pajak bamithngunan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan RetribusDaerah Kota
Medan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPR@a Medan
dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagiaangen dengan tugas
pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatarakd. Mengingat pada
saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah ataKMedan belum begitu

banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidalgatdeksi atau urusan.

Seiring dengan mempertibangkan perkembangan pembangdan laju
pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retrifb@siah Kota Medan ikut
mengalami peningkatan sehingga sub-bagian ters#éiinogkatkan menjadi
bagian dengan nama bagian IX yang bertugas meage@herimaan dan
pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri lolierapa seksi dengan pola

pendekatan secara sektoral.

Pada tahun 1978 berdasarkan intruksi Menteri dalsegeri Nomor :
KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktiganmsasi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten / KotayMadi seluruh
Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan nagkein Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Orgahi®inas Pendapatan

Daerah Kota Madya Medan sebagaimana dimaksudkaamdahstruksi

40
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Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas dgratan Daerah yang
baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yanditedari 1 (satu). Bagian
tata usaha, dengan 3 (tiga) urusan dan 4 (empget) dengan masing-masing

seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatkan pembangunan dan peutiemb wajib
pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinaand@patan selama ini
dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkanrgekis pungutan maka

pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-44di2un 1998,
tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan proseduap@gkan / Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajakd2un Bangunan di 99
Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negdobmor
66/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organidani Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 197M@ng Struktur
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah KotaMadya Medamadi peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang sus@rganisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Medan NongorTdhun 1990
tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinasldpatan Kotamadya

Daerah TK.Il Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusanteMebDalam
Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000atenpedoman susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabwofpai, maka PEMKO

Medan membentuk Organisasi dan Tata Cara Kerjasdimas daerah
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dilingkungan PEMKO Medan sebagaimana diatur daretapjkan dalam
Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 200inggsh peraturan daerah
Kotamadya Medan TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990yaliakan tidak
berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Norér Tahun 2002

tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Detaiviedan.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidangupan pajak,
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnyaarB&&ngelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seoramngpdda Badan yang
berada dan bertanggung jawab kepada kepala daelalunsekretaris daerah,
terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengaemp@t) sub bagian dan 5
(ima) sub Dinas dengan masing-masing 4 (empatkissérta kelompok

jabatan fungsional.

Susunan organisasi badan pengelola pajak danusitdaerah, terdiri atas:
a. Kepala badan;
b. Sekretaris membawahkan:
1. Kepala sub bagian umum;
2. Kepala sub bagian keuangan; dan
3. Kepala sub bagian penyusunan program.
c. Kepala bidang bea perolehan hak atas tanah damumamglan pajak bumi
dan bangunan, membawahkan:
1. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atad tdan bangunan
dan pajak bumi dan bangunan.

2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
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3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
d. Kepala bidang hotel, restoran, dan hiburan, membkara
1. Kepala sub bidang hotel, restoran, dan hiburan;
2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
e. Kepala bidang parkir, reklame, penerangan jalantaaiah, sarang burung
walet, dan retribusi, membawahkan:
1. Kepala sub bidang teknis parkir, reklame, penenangkn, air tanah,
sarang burung walet, dan retribusi;
2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
f. Kepala bidang pengembangan dan pengendalian pajakettibusi daerah,
membawahkan:
1. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, ddmagvpajak
daerah;
2. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, daragvretribusi
daerah; dan
3. Kepala sub bidang hukum dan publikasi pajak daibresi daerah.
g. UPT; dan
h. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola PajakrRaanbusi Daerah,

terdiri dari :
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A. Kepala Badan

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintdipmpin oleh

Kepala Badan, berada di dawah dan bertanggung j&ephdaWali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kotagasbunsur

penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolagak pdan retribusi

daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud asehgat (1),

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dabusi daerah;
pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan plaakretribusi
daerah;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaas tgkungan

teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerabh;

. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjamgsan

pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribdaerah
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh watakierkait dengan

tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh sekretarisadze di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagias #epala Badan

lingkup kesekretariatan yang meliputi kesekretariatyang meliputi
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penegelolaan administrasi umum, keuangan, dan pangm program

serta fasilitas pengoordinasian penyusunan kehijakan pelaksanaan

tugas Kepala Badan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pgda (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.

Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatangamle
mempedomani rencana umum kota, rencana strategys,reahcana
kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas pereacgn
Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standarasmpeal
prosedur, standar pelayanan, standar kompetenatajab analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatgmgrden kinerja, dan
standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terggyaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;

Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian Ipamggan, dan
penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN afdevand
punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan atpemn
perundang-undangan,;

Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, babacana
program dan kegiatan, standar operasional prosedtandar
pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisssgabanalisis beban
kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan stamainnya lingkup
Badan untuk terselenggarakannya tugas dan kegiatan;

Fasilitas, supervisi, dan pengintegrasian pelaksartagas Bidang

meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program kegiatan,
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standar operasional prosedur, standar pelayanamjlast kompetensi
jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerjaluasi jabatan,
laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Badasuai dengan
usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundatapgan;

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariataeliputi
keuangan, perlengkapan penyusunan program dant&egenalisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatapedavaian, analisa
peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsigamn&htanggaan,
kehumasan, dan umum lainnya lingkup badan agarptenya
pelayanan administrasi yang cepat, tepat, danfdanca

g. Pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat atasnalgyablik;

h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesakatan meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaamugan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-laisoya;

I. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelengg&edaakan
lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-uadang

J. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepzdaan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimarekslith pada ayat

(1) dan ayat (2), sekretaris membawahkan 3 (tigepata Sub Bagian,

antara lain:



a7

a. Kepala sub bagian umum;

b. Kepala sub bagian keuangan; dan

c. Kepala sub bagian penyusunan program.

C. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagiamadhe di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(1)Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakdagian
tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayat4l) Kepala

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umumgadle
mempedomani rencana umum kota, rencana strategys,rahcana
kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas pereacgn

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionaéqung standar
kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis rbédeaja, evaluasi
jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian numuntuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, pengaargalan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN i(@deveand
punishmend) dalam rangka untuk kelancaran tuggkumsub bagian
umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompejaipatian,

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaludstgn, dan standar
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lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas lkgiatan
lingkup badan;

e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum,iputiel
pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan adrasiigepegawaian,
analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkppayelenggaraan
kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;

f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan aladyatas
pelayanan publik;

g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan ipenillagkup sub
bagian umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaasur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanams, dan
unsur-unsur lainnya;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnyadagkan atas
peraturan perundang-undangan;

I. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan

J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sefiseterkait dengan
tugas dan fungsinya,

D. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagimng berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(1)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakaansebagian

tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasakgan;
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(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudaygatll), Kepala

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

Perencanaan program dan kegiatan sub bagian keuateyzgan
mempedomani rencana umum kota, rencana strategisrencana
kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas pereacgn
Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionaégun standar
pelayanan dan standar lainnya lingkup sub bagiararkgan untuk
terselenggarakannya aktivitas dan tugas secanaalpti

Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, pengaaygalan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (devand
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tuggkuim sub bagian
keuangan berdasarkan atas peraturan perundanggamjan
Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuanghiputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan,ogesan,
pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrdsuangan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

Pelaksana tugas selaku pejabat penatausahaan &auzadan;
Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan ipanilagkup sub
bagian keuangan meliputi unsur pelaksanaan peraananunsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanams, dan
unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturamgeng-undangan;
Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan lainnyadzekdn atas

peraturan perundang-undangan;
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h. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan

i. Pelaksanaan dungsi lain yang diberikan oleh sefsdirkait dengan
tugas dan fungsinya.

E. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh kepdlabagian, berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

(1)Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyas tugiaksanakan
sebagian tugas sekretaris lingkup penyusunan prodaa pelaporan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudaygatlgl), Kepala

sub bagian penyusunan program menyelenggarakasifung

a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian pem@ugwogram
dengan mempedomani rencana umum Kkota, rencanagssratian
rencana kerja badan untuk terlaksananya sineng#@ncanaan;

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionaeguq dan
standar lainnya lingkup sub bagian penyusunan proguntuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, pengaasgalan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (devand
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugg&uin sub bagian
penyusunan program berdasarkan atas peraturanda@giundangan;

d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategtsna kerja,

laporan kinerja, standar operasional prosedur,datalkkompetensi
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jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untwelrggaranya
tugas dan kegiatan lingkup badan;

e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan ipenillagkup sub
bagian program meliputi unsur pelaksanaan pereacanansur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perukelsigakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnggadskan atas
peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnyadaekdn atas
peraturan perundang-undangan;

g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh selisetierkait dengan
tugas dan fungsinya.

F. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunarPdmk Bumi dan
Bangunan.
Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunarPdmk Bumi dan
Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada didladan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(1)Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan BwgDan Pajak

Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakangiseb&ugas

Kepala Badan lingkup teknis pajak, keberatan damglssa, serta

pembukuan dan pelaporan.
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(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayatlgl), kepala
bidang bea perolehan hak atas bumi dan bangunapajak bumi dan
bangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan bidang bea panoldtek atas
tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunaredeana kerja
badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standarasmpel
prosedur, standar pelayanan, standar kopentensitajab analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatgmrda kinerja, dan
standar lainnya lingkup bea perolehan hak atashtaaa bangunan
dan pajak bumi dan bangunan untuk terselenggarakiyaitas dan
tugas secara optimal.

c. Pendistribuan tugas, pembimbingan, penilaian, pemgan dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (dawe
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugasgkuion
kesekretariatan berdasarkan atas peraturan peigHugiaangan.

d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungaarpérolehan
hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi damiemg

e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian bea perolekatds tanah dan
bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

f. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan daniha@nagea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajaldbarbangunan.

g. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan daretsehghk perolehan

hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi damiemg
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h. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan bea perdiak atas
tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup lgdbea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi damut@mgneliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaamugan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-uasurya yang
dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atestyran perundang-
undangan.

j. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala badan.

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepmddan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimarekslith pada ayat
(1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bea Perolehan H&ks Aranah Dan
Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan membawahiaga3 Kepala
Sub Bidang, antara lain:

a. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atah tdan bangunan
dan pajak bumi dan bangunan;

b. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan

c. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.

G. Sub Bagian Teknis Bea Perolehan Hak Atas TanalBdagunan dan Pajak
Bumi dan Bangunan
Sub bagian teknis bea perolehan hak atas tanabahunan dan pajak bumi

dan bangunan dipimpin oleh kepala sub bidang, berditbawah dan
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bertanggung jawab kepada kepala bidang bea peroledia atas tanah dan

bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

(1)Kepala sub bagian teknis bea perolehan hak atak @en bangunan dan
pajak bumi dan bangunan mempunyai tuhas melaksarsgkeagian tugas
kepala bidang bea perolehan hak atas tanah damnfemgan pajak bumi
dan bangunan lingkup pendataan dan pendaftararerixsiaan,penetapan
dan penagihan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayatdl), kepala
sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanalbatagunan dan pajak
bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan sub bidang tbkaigperolehan
hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi daruteamglengan
mempedomani rencana umum kota, rencana strategys,rahcana
kerja badan untuk terlaksananya sinergitas pereacan

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionalqulir, dan
standar lainnya lingkup sub bidang teknis bea pbei hak atas
tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunank untu
terselenggarakannya aktivitas dan tugas secanaalpti

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargdan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (devand
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tuggkuim sub bidang
teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangungoagsk bumi dan

bangunan berdasarkan atas peraturan perundanggamgjan
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. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan bedepan hak
atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan

. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataam dan pepitgek pajak
pajak bumi dan bangunan melalui Surat Pemberitaligek Pajak
Daerah (SPOPD) dan formulir pendaftaran;

Penyusunan bahan pencetakan, pendistribusian, rDaitapunan
Ketetapan Kerja Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PB&) Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumbdagunan;

. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan pajak lanntiatigunan
perkotaan;

. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SSB BezleRan Hak
Atas Tanah dan Bangunan beserta dokumen kelenghsgras dan
verifikasi lapangan objek bea perolehan hak atzhtaan bangunan;
Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan atas dasartagihan
pajak (STP) kepada wajib pajak bea perolehan ha& &@nah dan
bangunan dan pajak bumi dan bangunan;

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, penilaigkup sub
bidang teknis bea perolehan hak atas tanah darubanglan pajak
bumi dan bangunan meliputi unsur pelaksanaan pana@a, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanams, dan
unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh kapaidang bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdaarbanguinan

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
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k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnyadagkan atas
peraturan perundang-undangan;

|. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea paroleak atas
tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh lkepalang bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdiaanbangunan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Bagian Keberatan dan Sengketa

Sub Bagian Keberatan dan Sengketa dipimin olehl&eqéd bidang, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidaagperolehan hak

atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan

(1)Kepala sub bidang keberatan dan sengketa mempumhygas
melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bealp@nahak atas tanah
dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkigeratan dan
sengketa.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayatigl), kepala
sub bidang keberatan dan sengketa menyelenggaiakgsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan sub bidang kebelah sengketa
dengan mempedomani rencana umum Kkota, rencanagssratian
rencana kerja badan untuk terlaksananya sineng#@ncanaan;

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionaegun dan
standar lainnya lingkup sub bidang keberatan dargksta untuk

menyelenggarakannya aktivitas dan tugas secanaalpti
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. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargdan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (dewdan
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugg&uim sub bidang
keberatan dan sengketa berdasarkan atas peratwamdang-
undangan;

. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberdtan sengketa
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Ipajak dan
bangunan;

. Penyusunan bahan penerimaan permohonan dan peamroses
keberatan dan sengketa dan wajib pajak bea peroleidaatas tanah
dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan atasapanet
Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan ataskebeaatan dan
penerbitan konsep surat keputusan kepala badaantgipersetujuan
atau penolakan atas keberatan dari pajak bea paroleak atas tanah
dan bangunan;

. Penyusunan bahan penerimaan permohonan angsuranajibrbea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdannbangunan
dan pemrosesan permohonan angsuran serta peneibitaep surat
keputusan kepala bedan tentang pembayaran anggatapenolakan;
. Penyusunan bahan penerimaan permohonan restitusvajd pajak
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Ipajak dan
bangunan dan penelitian kelebihan pembayaran gmteyiapan
konsep surat keoputusan kepala badan tentang pembestitusi

atau penolakan;
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i. Penyusunan bahan penyampaian dan pendistribusiara se
penyimpanan arsip surat keputusan tentang senglegtakeberatan
wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangdan pajak
bumi dan bangunan.

j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penllagkup sub
bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,r (peaksanan,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaks tugas,
dan unsur-unsur lainnya dikoordinasikan oleh kepaldang bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdiaanbangunan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya daekda atas
peraturan perundang-undangan;

|. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea paroleak atas
tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepatlang bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdannbangunan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Sub bagian pembukuan dan pelaporan dipimpin olglalaesub bidang,
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kkjklag bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi danur@mglingkup

pembukuan dan pelaporan.
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(1)Kepala sub pembukuan dan pelaporan dipimpin olgfalkesub bidang,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kdpddmg bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak daumbangunan

lingkup pembukuan dan pelaporan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayatdl), kepala

sub bidang pembukuan dan pelaporan menyelenggaiakgsi:

a.

Perencanaan program dan kegiatan sub bidang pemabullan

pelaporan dengan mempedomani rencana umum Kkotaarnen
strategis dan rencana kerja badan untuk terlakganamargitas
perencanaan;

Penyusunan bahan kebijakan, standar operasionaleguo dan
standar lainnya lingkup sub bidang pembukuan ddappean untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, pengaargdan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (devand

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tuggkuim sub bidang
pembukuan dan pelaporan berdasarkan atas peraperamdang-
undangan,;

Penyusunan bahan petunjuk teknismlingkup sub bigembukuan
dan pelaporan;

Penyusunan bahan pelaksanaan pembukuan dan pelaptaa
penetapan dan penerimaan bea perolehan hak asfisdan bangunan

dan pajak bumi dan bangunan;
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f. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporamgergalisasi
penerimaan dan tunggakan bea perolehan hak atah tdan
bangunan dan pajak bumi dan bangunan;

g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penllagkup sub
bidang pembukuan dan pelaporan meliputi unsur pelsan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijadasyr
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yangmiikasikan oleh
kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dammamglan pajak
bumi dan bangunan berdasarkan atas peraturan pegHutidangan;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnyadagkan atas
peraturan perundang-undangan;

i. Penyampaian laporan  hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea paroleak atas
tanah dan bangunan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepgatiang bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajakdannbangunan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dadfata Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah
Kota Medan sebagai berikut :
a. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan gyaabi

pembangunan daerah.
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1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber plamgelola

pendapatan daerah.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objajak.

4) Meningkatkan penegakan umum.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat saafahi dilimpahkan ke

kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Pajak bumibdamgunan yaitu pajak

paksa atas harta tetap yang diberlakukan melald&ngrundangan nomor 12

tahun 1994. Pajak atas bumi dan bangunan yangiklindikuasai dan dan atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecatu kawasan yang

digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutananpedaambangan. Berikut

adalah data target dan realisasi pajak bumi dagumeam Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode Zi3- :

Tabel V.1

Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi can Bangunan

serta Target dan Realisasi Pada Kota Medan

Tahun 2013-2017

N Pokok/
Tahun Jumlah_ Wajib Ketetapan Target Realisasi
Anggaran Pajak (Potensi)
2013 451,033 | 230,693,149,95 383,000,000,000 234,325,866,56
2014 465,967 | 388,693,548,65 365,000,000,000289,000,081,97
2015 473,473 | 391,894,848,41 376,000,000,000302,176,917,52
2016 482,239 | 440,178,657,21 386,540,861,523324,613,267,32
2017 492,322 | 492,351,236,4§ 419,040,861,523367,812,484,23

O OoToT W &

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
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Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 targgk paumi dan
bangunan Kota Medan yaitu sebesar Rp.383.000.000<#langkan realisasi
pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp.234.825636 Pada tahun 2014
terget pajak bumi dan bangunan Kota Medan sebepa368000.000.000,
sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan seRps289.000.081.973. Pada
tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan Kota Med&besar
Rp.376.000.000.000, sedangkan realisasi pajak kdami bangunan sebesar
Rp.302.176.917.525. Pada tahun 2016 target pajak bdan bangunan Kota
Medan sebesar Rp.386.540.861.523, sedangkan sealisgak bumi dan
bangunan sebesar Rp.324.613.267.325. pada tahint&@et pajak bumi dan
bangunan Kota Medan sebesar Rp.419.040.861.528ngle@h realisasi pajak
bumi dan bangunan sebesar Rp.367.812.484.230.

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersgkaitdigambarkan

dalam bentuk diagram sebagai berikut :

500.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.0006

200.000.000.000+

100.000.000.000;

0

2013 2014 2015 2016 2017

] Target

N Realisas

Gambar V.1

Diagram Target penerimaan pajak bumi dan bangunan
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mdeendah untuk realisasi
pajak bumi dan bangunan terdapat pada tahun 201i8u ysebesar
234.325.866.564, untuk nilai tertinggi pada pajaknb dan bangunan terdapat
pada tahun 2017 yaitu sebesar 367.812.484.230.

Dari hasil penelitian data diatas maka dapat alildari tahun 2013-2017 nilai
realisasi pajak bumi dan bangunan tidak melebildi narget pajak bumi dan
bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengdtalak dan Retribusi
Daerah Kota Medan sudah dapat mengelola peneripgak bumi dan bangunan

dengan baik.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi daBangunan pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meah

Adapun unsur-unsur sistem pengawasan intern yhiagukan badan
pengelola pajak bumi dan retribusi daerah kota medaagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pealgamddalam suatu
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personalnisaga tentang
pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakadatsm untuk semua
komponen pengendalian internal yang membentuk loisidan struktur.
Lingkungan pengendalian dimana pihak BPPRD memaggaanya untuk
lebih giat lagi untuk meningkatkan penerimaan pajdiususnya pajak bumi
dan bangunan di Kota Medan.

b. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan gyatitetapkan melalui
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang naetob memastikan

bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resikadephpencapaian tujuan
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dilakukan. Aktivitas pengendalian dimana pihak BBRRelakukan kebijakan-
kebijakan yang ditentukan oleh pihak BPPRD.

c. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiajitas untuk melakukan
tanggung jawab pengawasan intern guna mencapantijyyuan. Informasi
yang dihasilkan melalui proses komunikasi antaelpimternal dan eksternal
yang dilakukan secara terus-menerus, berulangsni@s dan komunikasi
dimana pihak BPPRD melakukan pendekatan atau sasiakepada wajib
pajak.

d. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan bebleeapak apakah yang
sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasiulknya yang digunakan
untuk memastikan apakah masing-masing dari keliomagonen pengawasan
intern mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komem, pemantauan
dimana pihak BPPRD melakukan pemantauan atau pesaan ditempat

secara langsung.

Sedangkan menurut COSO (Committee of Sponsoringar@zation) dari
Treadway Commision (2013) mengatakan pengawasamiatialah suatu proses
yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemenkidaypawan yang diancang
untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwatuprganisasi akan dapat
dicapai dengan melakukan unsur-unsur COSO Intemrratrol-integrated
framework (2013) sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pealgamddalam suatu
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal nisaga dan

mempengaruhi personal organisasi tentang pengandaliLingkungan
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pengendalian merupakan landasan untuk semua kompamgawasan intern
yang membentuk disiplin dan struktur.

b. Penaksiran resiko adalah proses yang dinamis ddaraktif untuk
mengidentifikasikan dan menilai resiko terhadapcpeaian resiko, resiko itu
sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahvedu speristiwva akan
terjadi mempengaruhi pencapaian tujuan.

c. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan gyatitetapkan melalui
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang regkaam bahwa arahan
manajemen untuk mengurangi resiko terhadap peramapguan dilakukan.

d. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi sua&ttitas untuk
melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern garecapai tujuan-
tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui prosesmkaikasi atas pihak
internal dan eksternal yang dilakukan secara tereiserus dan berulang.

e. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan bebleeapak apakah yang
sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinagiuknya yang digunakan
untuk memastikan apakah masing-masing dari keliomgonen pengendalian

internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiamjonen.

Berdasarkan unsur-unsur pengawasan intern menG@EO dapat
diketahui bahwa BPPRD Kota Medan tidak melakukgresehnya unsur-unsur
pengawasan intern. BPPRD Kota Medan tidak melakukanr penaksiran resiko
dalam pelaksanaan sistem pengawasan intern padangetan pajak bumi dan
bangunan. Sistem pengawasan intern akan mencaypain targanisasi bila suatu
perusahaan melakukan sepenuhnya unsur-unsur pesagawdern. Jika sistem

pengawasan intern sudah dilakukan sesuai unsur-pesigawasan intern maka
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penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi daguban kota medan akan

dapat mencapai target yang ditentukan oleh BPPRD.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRD Kotdedan
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realigasiungutan pajak bumi
dan bangunan belum mencapai target pada tahund2013014. Tidak mencapai
target disebabkan oleh beberapa faktor-faktoryyait

a. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan &&gi usahanya baik
mulai operasi maupun pelaporan keuangannya seessa.b

b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam myanlpeajak.

c. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat TagiRajak yang telah
diterbitkan BPPRD Kota Medan.

d. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pdjakyak wajib pajak
yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggej ditentukan oleh
pihak BPPRD Kota Medan.

e. Keadaan ekonomi masyarakatnya masih banyak yamagéunampu.

f. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum etehgi apa itu fungsi

pajak yang sesungguhnya.

Disamping itu juga dapat disebabkan karena belepersuhnya dilakukan
unsur-unsur pengawasan intern pada pemungutan pajak dan bangunan.
Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakokaim BPPRD Kota Medan,

diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realis@shyngutan pajak bumi dan
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bangunan dapat mencapai ataupun melebihi targetinmaitan pajak bumi dan

bangunan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akanngkatkan pendapatan
asli daerah Kota Medan yang bersumber dari pagthingga dapat mendukung
pelaksanaan pembangunan didaerah. Oleh karendibuutuhkannya kerja sama
antara petugas dan wajib pajak yaitu dengan meatkgk setoran pajak,
melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu ggan tyang ingin dicapai

oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengangiamgdirencanakan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pljaki dan bangunan
tersebut, tentu ada langkah-langkah yang haruguttisamm untuk mengantisipasi
masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidaKatey laghi kedepannya,

karena akan merugikan bagi sektor pajak, khususajgk bumi dan bangunan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPRR@r tercapainya
target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, atdar yaitu :

a. Himbauan, sebagaimana wajib pajak membayar pajaki lolan bangunan
sebelum jatuh tempo.

b. Mengadakan pajak bumi dan bangunan fair, pajak kani bangunan yang
menunggak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dit@kakan denda, maka
dendanya tersebut akan dihapuskan.

c. Pekan panutan.

d. Buat panggilan.

e. Mengadakan pertemuan dengan wajib pajak potensial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpukainpenelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan intern yang dilakukan Badan R#ageajak Bumi

dan Bangunan, ternyata belum sepenuhnya dilakud@rasdengan unsur-
unsur sistem pengawasan intern pada pemungutark fjei dan
bangunan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target datisasi pemungutan
pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan &grenunggakan
pembayaran yang dilakukan wajib pajak, banyak wpfjak yang tidak
membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang uktmtoleh pihak

BPPRD Kota Medan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil peselibagi instansi

terkait adalah sebagai berikut :

1.

Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dak@a Medan
untuk melakukan sistem pengawasan intern sesuair-unsur sistem
pengawasan intern pada pemungutan pajak bumi deyuban.

Diharapkan Badan Pengelola Pajak Bumi dan Bangufaa Medan
untuk meghimbau wajib pajaknya, agar masyarakat magar pajaknya

sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
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Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
- BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BPPRD) KOTA MEDAN
Tanggal MATERI BIMBINGAN SKRIPSI [ Paraf | Keterangan
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Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujyi
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SH., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU J1. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

uf‘gul | cerdas | Terpercay,

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHARANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI

NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN
Tanggal MATERI BIMBINGAN SKRIPSI Paraf | Keterangan
7 W %&Cﬂ*‘l—\gl W\/‘—Aﬁ
Dee lww 8
= [P L LY

Medan, Maret 2019
Dosen Pembimbjing Diketahui /Disetyjui
Ketua Program Stu untansi

'
o

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



wab cural o agar drsebutkan

I Enggalnya

Dekan

MA.}EHS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PEN’GEMP:AN GAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http/fwww.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.ld

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSTI MAHASISWA

NOMOR : 8189/ TGS/ [1.3-AU / UMSU-05/ F / 2018
Assalamu ‘alaikum Warahmaoddiahi Wabarakath

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadivah Sumatera Utara, berdasarkan

Persenjuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi

Pada Tanggal : 06 Desember 2018 -

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Namia : Nopita Sari

NPM : 1505170444

Semester : VII (Tujuh)

Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi . Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
(BPPRD) Kota Medan

Dosen Pembimbing o Hj. Dahrani., SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan

1;

-

=
e

Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSLU/,

Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan
Dosen Pembimbing Skripsi.

Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan ” BATAL ™ bila tidak selesai sebelum Masa
Daluarsa tanggal : 14 Desember 2019

Weassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabearakaruh,

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Rabiul Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Tembusan :
1. Wakil Rektor — I[1 UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIl Manajemen Perpajakan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 821/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Kepada Yth. Medan, 4/12/2018
Ketoa Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 4
Nama :  Nopita Sari

NPM : 1505170444

Program Studi . Akuntansi

Konsentrasi :  Perpajakan

Dalam rangka proses penvusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah . |. Belum tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan 6 tahun dari tahun 2008-2013.
2. Dalam 4 tahun berturut-turat dari tahun 2012-2015 pencrimaan sas pelaksanaan
pemeriksaan pajak tidak mencapai sesuai target atau rencana penerimaan pemeriksaan.

3. Peneliti pernah melakukan perekapan nomor surat teguran yang akan dilayangkan kepada
wajib pajak perihal jatuh tempo pelaporan pajak. dijadikan sebagai indikasi kepatuhan wajib

pajak masih kurang.
e e
Rencana Judul : 1. Analisis g Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak
3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib
Pajak

Objek/Lokasi Penclitian @ PT. X

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya sava ncapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

5l

(Nopita Sari)

Lembaran inl dinyatakan sah jka nomor sgencs sema senges momor aganda pada saat pengajuan judul online, Halaman ke | dari 2 halaman



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUMAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

J. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 0616624567, Kotle Pos 20238

PERSE1 l‘ JUAN JITDIIL PEN ELITI *\'\i

Nomor Agenda: 821/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSL/4/12/2018

Nama Mahasiswa - Nopita Sari
NFM S 1505170444
Program Studi . Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul - 4/12/2018
Judul vang disetujui Program Studi :Nomor .......... T LS . : =
Mtsmahfjudul la.um}a =N )
. i dan dlp  ole Studi)
Nama Dosen pembimbing 3o A‘hs"z'g‘ t/-“f u"’l;&, %ﬁ iyt folgh@ro T:{Smd:j
Judul akhir disctujui Dosen Pembimbing ;. ARAMSIS SIS eMJ)enga asan” J\okern
%mungu K_Bumi_dan” 8angunan pada Budon
. (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
Aickrioe era\n (3?{?20) Kota Medov -
Rebrbyg,

Disahkan oleh:

(Fitriani Saragih, SH, M.Si.)

Lambaran inf dinyatakan sah jfa noms 3ge=ds sa=a dergas momor agenda pada saat pengajusn judul anline, Halaman ke 2 dan 2 halaman



PEMERINTAH KCTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maufana Lubis Nomeor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (0681) 4555695
E- ma:l bambangmedan@yahoo co. ld Webs:ta ba!utbang pemkomedan go.id

e

SURAT REKOMENDASI RISET
NOMOR : 070/{42l/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57

zhun 2001, Tanggel 13

Novesiber 2001 dan Peraturan Walikota Medan MNoun.x: 5% Tahun 2017, tstgeal 34 November
?010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hota Meaan aah

aehelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Faxulfas BEkoncmi dan Bisnis UMSU
Nomor: 8155/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 13 December 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat
Rekomendasi Penelitian Kepada

Nama . Nopita Sari.

NFM : 1505170444.

Prodi 1 Akuntansi.

Lokasi . Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daeranh ¥ota Meaan.

Judul . Analisic Sistem Pengawasan Efektivitas Pemungutan z3ak Bum

Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak [Dan Retribusi D[Daers
(BPPRD) Kota Medan.
Lamanya

j|
Penanggung Jawab . Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnls UMSU

Dengan ketentuan sebagali berikut
1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pilmsin
Satuan Xerda Fereagkal nasrah lokoel Yann ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan vang Derlaku di lokasi Fenelitian,
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian =ztau aktivitas lailn gi luar lokasi wval
telah direkomendasikarn.

4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang ¥ota Medan selamb
lambatnya 2 | dua ) bulan setelah penelitian
5, Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apakila pemegang sur
rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yand beritakuy pa
pemerintah Keta Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaki sejak tanggal difeluarkan.
Demikian Surat inl diperbuat gntuk dapst dipergunakan sebn ai%ats westinya.
F "*"'-A--"_.‘w-. L ey g s s 3 - 4 . . -~ ol n
R s --—;ruﬁwqﬁwﬁﬂ Tasibia oy I arkan 4l : 2
nhl), i [ o h = o
Pr‘..,.'}\}{ DAR "zc‘r— :u}.- !:.,{. A 3 .j;lqgal ._l' i !q DQSC mD(J e _“".\i
=L I ._‘_:.\LII PR i ] - R
KOTA2IaBAN ' *BL_M“%‘.EM_ DR PEEEMBANG
TANGGAL 2 ] [’ 201 B Al
KODE/NOM t ey
OR : L
VTC ?Uba Sk, 1 TN DAB

UTAN., M.Pd
INA UTAMA ‘MUDA

ENEY



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JMSU Jalan Kazten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

ol | Cardasl TEFRETERYR Website : http//www.umsu.ac.id  Email : rekter@umsu.ac.id

eab sural ini agar disebotkan

naggalnya
Nomor - 8155 /1I1.3-AU/UMSU-05/ F / 2018 Medan.05 Rabiul Akhir 1440 H
Lampiran L. 13 Desember 2018 M
Perihal . IZIN RISET
Kepada

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan

Badan Penelitian Dan Pengembangan Koia Medan
JIn. Kapt. Maulana Lubis No. 2

Medan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memochon
kescdiaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di
Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muliammadiyah Sumatera Utara
tersebut adalah:

Nama : Nopita Sari

NPM : 1505170444
Semester « VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ‘7/

VURI, SE, MM, M.Si.

@ & .r‘.
SO

-,
AN

s e
., FRONON 2

==

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Noemar 2 Medan Kode Pos 20142
Telepon. (061) 4555592 Faks. (081) 4555693
E-mail : ballibangmeddr@yahoo co. |d Websne balltbang pemkomedan gc 1d

SURAT REKOMENDAST RISET
NOMCR : 070/{42l/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13
November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November
2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan
setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMsU
Nomor: B155/II.2-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 13 Desember 2016 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan ¥ota Medan dengan ini memberikan Surat
Rekomendasi Penelitian Kepada

Nama : Nopita Saii.

NPM : 1505170444,

Prodi ! Bkuntansi.

Lokasi ' : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daera}ly Kota Medan.

Judul : Analisis Sistem Pengawasan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi

Dan Bangunarn Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
(BPPRD) Kota Medan.
Lamanva : 3 (Tiga) bulan .

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMzU.

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan
Satuan Kerjs Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.

3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang
telah direkomendasikan.

4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat
lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian

5. BSurat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat
rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atan peraturan yang berlaku pada

Pamerintah Kota Medar.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di 4 Madan.
Pada Tanggal : 19 Desember 2018
KEP?%&?%??%E PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7Y ¢
o
'_)//‘(0
/a e
/ BADAR

| * | PEMELITIAN A
PENGE EaANT Pk
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i\ Dra TR UTAN., M.Pd
= NA UTAMA MUDA

& WIPp 1#591114 198403 1 002

Tembusan :
. Walikota Medan  H
. Kepala Badan Penagsl; : an tribusi Daerah Kota Medan.
@) Dekan Fakultas isni
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ‘& (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

inerangkan bahwa :

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANS!

Pada hari ini Senin, 11 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi

Nama : NOPITA SARI
N .P.M. : 1505170444
Tempat/ Tgl.Lahir : SIDUA-DUA, 29 DESMBER 1997
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MARTIMBANG NO.1
JudulProposal : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN
Disetujui / tidak disetujui *)

ltem Komentar
£ | L S
U/)M LU-L 1,3]\_
L Ut cpt¥d
wonel Lo (n.—;l.
bl t .L u_,,,_ ..... o Nt
= -
et i q C
nnya F\J ........................ \LFL\
simpulan Perbaikan Minor Seminar Ulang
erbaikan Mayor
=& Medan, 11 Februari 2019
TIM SEMINAR
Ketua
"
FITRIANI SARAGIH,SE M.Si ZULIA I,\-IANUM,SE,M_,SE
Pembimbing Pembanding
o
HJ.DAHRANI, ’é,M.Si DR.HJ.MAYA SA l\I,SE,M.SI

/



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

ENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama :  NOPITA SARI

N .P.M. : 1505170444

Tempat / Tgl.Lahir ;. SIDUA-DUA, 29 DESMBER 1997

Alamat Rumah . JL.GUNUNG MARTIMBANG NO.1

JudulProposal :  ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN
Proposal dinyatakan syah dan memenuhi %{7.“ untuk menulis Sekripsi dengan
2

S L A C e
pembimbing : M Yiennen AF R o
Medan, 11 Februari 2019
TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris
"\_
" T L £
FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si ZULIA/HE NUM,SE,M.Si
Pembinfbing embanding

iy

HJ.DAHRANI,SE,M.Si DR.HJ.MAYA SARI,SE,M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan |

-=-‘--.___ ) B ‘/g P |
ADE GUNAWAN, SE. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http//www.umsu.ac.id Emalil : rektor@urnsu.ac.id

== =ural inl sgar dissbutkan

Brggalnya
Nomor : 858 /IL3-AU/UMSU-05/F/2019 Medan, 14 Jumadii Akhir 1440 H
Lamp. ;- 19 Februari 2019M
Hal : MENYELESAIKAN RISET
Kepada

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Jin. Jend. A.H Nasution No. 32

Medan

Assalam’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang
Bapak/Ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV — V, dan
setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari
Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian
Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas M uhammadiyah
Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nopita Sari

NPM : 1505170444

Semaester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi © Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

my A -‘:‘:- w
¥ JANURI, SE, MM, M.Si
Eronow

Tembusan :

1. Wakil Rektor — [I UMSU Medan
2. Pertinggal.

L]

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIl Manajemen Perpajakan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAF

JI. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan-20143

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070.8C/ 62 6 -

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Hj. YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama - NOPITA SARI
NIM © 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/1421/Balitbang/
2018 tanggal 19 Desember 2018, benar yang bersangkutan telah selesai
melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.
Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yvang bersangkutan
untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“ANALISIS SISTEM PENGAWASAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan , 2] -Maret 2019
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

.......

,,:.-_;\n_____, 4 ./,

\ﬁj:msy_ LINA, S.Sos
PEMBINA Tk I

NIP 19620922 198409 2 001



